KEPUTUSAN BUPATI BELU
NOMOR : PP0.420/217/11/2016

TENTANG

PENETAPAN LJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI BAUDAOK
KECAMATAN LASTOLAT KABUPATEN BELU

- BUPATI BELU,

Menimbang » @ bahwa Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah
salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang

menyelenggarakan  pendidikan umum pada jenjang
pendidikan dasar.

b. bahwa Pendirian satuan pendidikan pada jalur pendidikan
formal ditujukan untuk menjamin akses masyarakat atas
pelayanan pendidikan yang mencukupl, merata dan
terfangkau dengan memperhatikan mutu dan daya saing
pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau
kondisi masyarakat.

¢. bahwa kewenangan penetapan pendirian satuan pendidikan

- formal di daerah adalah kewenangan kepala daerah dengan

2 tetap berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan dan
standar nasional pendidikan.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud.
pada huruf a, hgﬂ' b dan huruf ¢ Fl.;ﬁ'lm e e
Baudaok Kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu,

Undang Nomor 64 Tahun




10.

11.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Daerah sebagaimana telah diubah  dengan mmrnﬂm
Penggantl Undang-Undang MNomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesla Nomor 4436);

peraturan  Pemerintabh Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Naslonal Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496);

Peraturan Permerintah Nomar 47 Tahun 2008 tentang Waflb Belajar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
pendidikan (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2008
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesis Nomar
4864);

peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
pengelolaan dan  Penyelenggaraan Pendidikan  (Lembaran
Negara Republlk Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5105)
sebagalmana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
66 Tahun 2010 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor
5157%; '

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar /
Madrasash Ibtidalyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama [

: Tsanawlyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas

/ Madarasah allyah (SMA/MA) | |



f dan
mengendalikan y dikan  pada setiap satuan dan
Ienfang pendidikan di Daerahy,

KEEMPAT Segala blaya yang timbul sebagal akibat dikeluarkanma keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanfa Daerah (APBD)
Kabupatan Belu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APEN)
Republik Indonesia dan sumber dana iainnya yang sah sesyai peratiran
Perundang-undangan,

KELIMA

Keputusan ini berfaky sefak tan
ditinfau  kembali apabila dikem
tdalam penetapannya,

9gal ditetapkan dengan ketentuan akan
udian harl temyats terdapat kekelingan

Citetapkan di Atambua
Pada anogal . 1 Februard 2016

W Pi. Bupati Bely, @

—

& WILHELMUS FONI
Tembusan -

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indenecia di Jakerta;

Direktur Jendaral Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud mI di Jakaria
Gubermur Nusa Tenogara Timur i Kupang:

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT d Kupana:

Ketua CPRD Fabupatan Baly di Atambua;

Kepala Dinas Pandidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Ralu dl Atambua
Inspeitur Inspektomat kabupaten Bely i Atambum;
Kepala Dinas PPKAD Kab.Bely di Atambua,

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Dasraly Kabupaten Bely di Atambua,

PDNDU R N




